
WALIKOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN  WALIKOTA TANJUNGPINANG

NOMOR  3 TAHUN 2016 

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 

PERWAKILAN  RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang belum menyediakan 

rumah jabatan/dinas untuk Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang, 

maka dapat diberikan tunjangan perumahan yang 

disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan 

memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan 

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyebutkan bahwa 

besaran tunjangan perumahan bagi rumah Jabatan 

Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD ditetapkan 

dengan Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan  Peraturan 

Walikota tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Tanjungpinang; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

               SALINAN
jdih.tanjungpinangkota.go.id



Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan 

Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4112);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 



Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             

Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 21 Tahun 2007  tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 



Republik Indonesia Nomor 4090);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, 

Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja 

Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi 

Intensif dan Dana Operasional;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN 

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KOTA TANJUNGPINANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.



4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Tunjangan Perumahan adalah bagian dari tunjangan kesejahteraan yang 

diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, karena Pemerintah Daerah 

belum dapat menyediakan rumah Jabatan Pimpinan atau Rumah Dinas 

Anggota DPRD.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal  2

(1) Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan  setiap  

bulan,   masing-masing sebesar:

a. Ketua : Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)

b. Wakil Ketua : Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

c. Anggota : Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)

(2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah 

termasuk pajak.

Pasal  3

Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), 

dibebankan pada APBD Kota Tanjungpinang melalui Pos Anggaran Belanja 

DPRD.

Pasal  4

Tata cara dan prosedur pemberian tunjangan perumahan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan dibayarkan terhitung sejak bulan Januari sampai 
dengan bulan  Desember.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal  5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota Tanjungpinang ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota 

Tanjungpinang.

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 25 Januari 2016    
SEKRETARIS DAERAH KOTA  TANJUNGPINANG,

 ttd.

RIONO 

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2016 NOMOR   3

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 25 Januari 2016 

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

         LIS DARMANSYAH


